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ABSTRAK

Penyelesaian sengketa syariah pada akad pembiayaan murabahah pada Koperasi
Mitra Sejati secara tidak langsung dalam proses penyelesaian sengketanya tetap mengacu
kepada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan Fatwa Dewan
Syari’ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IVV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh) menjelaskan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah adalah di Badan
Arbitrasi Syari‘ah. Menurut Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
bahwa penyelesaian sengketa syariah dapat dilakuan oleh Pengadilan dalam lingkungan
peradilan agama dan dapat pula diselesaikan dengan mengacu kepada isi akad.
Kenyataannya dalam praktek penyusunan akad pembiayaan murabahah yang dilakukan
oleh koperasi mitra sejati_tidak-secara_tegas menunjuk-lembaga peradilan mana untuk
penyelesaiannya. sa‘n\m\a‘sa"a}%b.ls Eﬁaﬁ%\%) ]Sdngaegesalan sengketa ekonomi
syariah pada akad pembiayaan murabahah di koperasi simpan‘pinjam sahabat mitra sejati
cabang Duri? 2) Apa saja akibat hukum_terhadapspenyelesaian sengketJ ekonomi syariah
pada akad pembiayaan murabahah di koperasi.simpan pinjam sahabat nitra sejati cabang
Duri? Penelitian Int besifat deskriptif analitis. Menggunakan pendekatan hukum normatif.
Penelitian ini menggunakan data Sekunder yaitu dataryang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan, dan penelitian cont asus yang ada. Kesimpulan dafi tesis ini adalah
Penyelesaian sengketa syariah pada‘akad Murabahah di Koperasi Mitra sejati tidak dapat
dilakuan secara Musyawarah dan jsecara Badan Arbitrase syariah Nas| onal (Basyarnas)
dan oleh karena tidak dapat di fsaikan di Basyarnas, maka dapat juga memilih
Pengadilan dalam lingkungan petf@dilan dengan mengacu kepada isifakad yang mana
tidak menyebutkan lembagaperadilan mana yang ditunjuk-untuk bersidang. Penyelesaian
sengketa syarlah%pada akad pembiayaan murabahah harus tetap sesuai dan tidak boleh
bertentangan dengaQ prinsip syariah dengan demikian harusnya ﬁroses penyelesaian
sengketa ini wajib dlsé\tesaLI@?rujl Pengadilan Agama namun m kenyataan sesuai fakta
dilapangan tidak diselesaikan di Péfigadilan Wﬂnkan diselesaikan secara non
litigasi berupa peIelg@gan umum secara P [aj;e KPKNL. Apablla ilihbat dari konsep teori
kepastian hukum;- hél *rln—ﬂdak" mertce_minﬁad_ﬁ_et asan dala@ atl]Taﬂ hukum tersebut
oleh karena penyelesalan melm:m litigasi parate KPKNL belum memiliki kekuatan
hukum yang mengikat dimana hasil dari lelang tersebut tidak serta merta dapat memiliki
objek yang dipersengketakan. Terhadap akad pembiayaan murabahah di koperasi mitra
sejati dapat dinyatakan cacat hukum dikarenakan tidak ada ketegasan dan tidak ada
ketelitian si pembuat akad bilamana terjadi sengketa dimana si pembuat akad tidak
menegaskan lembaga mana yang ditunjuk dan disepakati bilamana terjadi sengketa.
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